BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR |% TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara secbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);
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12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 611);

Peraturan Mentern Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
£ 2

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mempawah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Mempawah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa
adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak
mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi
dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)

Rekening Kas umum Negara yang selanjutnya RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh
pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
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12. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes merupakan
pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak
asal-usul dan kewenangan skala lokal Desa.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar
Rp. 69.503.188.000,- (enam puluh sembilan milyar lima ratus tiga
juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diberikan kepada 60
(enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten
Mempawah.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi.

c. Alokasi Kinerja; dan
d.Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar Rincian Dana setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
Anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi Rincian Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan
Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
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Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi
kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan
Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran foutput) Dana Desa dan
capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh
lima persen); dan

d. Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga
puluh lima persen).

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total
pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan
pemberdayaan terhadap bidang APBDes.

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan
pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa
dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (outpuf) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa
dan persentase capaian output Dana Desa.

(4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan
status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk
miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d,
dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari
Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula Rincian Dana setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula
scbagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)} * AF Kab
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(1)
(2)

(3)

Pasal 10

Rincian Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Mempawah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Rincian Perhitungan Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IIT
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a.tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian :
1.40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1.40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan
Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai
dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan
keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap setiap Desa, dengan rincian:

1.20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan
Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November

untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November
bulan kedua belas.
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(4)

(5)

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dilakukan sectelah Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap II berupa :

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persen);

3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa; dan

4) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
dan

c. tahap 11l berupa :

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II
yang telah disalurkan; dan

2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap,
dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa , dengan rincian:

1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan
Januari; dan

2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk
bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan
berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;
dan

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dengan rincian:

1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat
bulan Maret; dan
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(6)

(7)

(8)

)

2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan
sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus
untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing
bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan
bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November
untuk bulan kedua belas.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
b. tahap 1l berupa :

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya;

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya;

4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima
manfaat BLT Desa; dan

5) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan ayat (6)
huruf b, peyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan
dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (6) huruf b angka 1 dan
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan.

Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf ¢
angka 1 serta ayat (6) huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,
uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian
keluaran.
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(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada
Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi
dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha
mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan
pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani,
dan perbaikan fasilitas kesehatan.

(4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana
Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan
baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BABV
SANKSI

Pasal 15

Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa menunda
Penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4) dan/atau ayat (6);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional di daerah.

d. Tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun
Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar
50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap Il Tahun Anggaran 2021.

e. Penyaluran Dana Desa Tahap Il sebagaimana dimaksud pada huruf d
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap
tahapan.

f. Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf d dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah
Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenubhi kriteria dan/atau tidak
tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

Pasal 16

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il
tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II,
maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.
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Pasal 17

(1) Rekomendasi  scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c,
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi atau tclah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.

(2) Rekomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati
ini.

Pasal 18

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a.Dokumen persyaratan penyaluran scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, telah diterima;

b.Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari
atau sama dengan 30%; dan

c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi dari aparat pengawas
fungsional daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana di
maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

(4)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5)Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6)Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, maka Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap Il yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu
kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(7)Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan
kembali.
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Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran
berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12
(dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana
Desa yang akan disalurkan pada tahap Il Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah
Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25- 1 — 2021

-1 '303!

Diundangkan di M¢impawati BUPAT MEMPAWAH /\

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAN
TAHUN .. 202 NOMOR ...} 2.........
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LAMPIRANI

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR I3TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021

SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR, ALOKASI AFIRMASI, ALOKASI KINERJA, DAN ALOKASI FORMULA

JUMLAH TRANSFER DANA DESA

No. Kecamatan Nama Desa
nowS DA i pres rorauLA .

d 3 3 4 5 5 7 &
1 Mempawah Hilir Sengkubang 641.574.000 - - 329.317.000 §70.891.000
2 Mempawah Hilir Penibung 641.574.000 - - 466.106.000 1.107.680.060
3 Mempawah Hilir Pasir 721.575.000 - - 991.791.000 1.713.366.000
4 Mempawah Hilir Kuala Secapah 721,575.000 - - 316.206.000 1.037.781.000
5 Mempawah Hilir Malikian 641.574.000 - - 707.034.000 1.348.608.000
6 Toho Taho llir 641.574.000 - - 333.532.000 §75.106.000
7 Toho Pak Laheng 641.574.000 - - 254.780.000 856.354.000
& |Toho Kecurit 641.574.000 - - 278.104.000 919.678.000
] Toho Terap 641.574.000 - - 366.492.000 1.008.066.000
10 |Toho Sepang 641.574.000 4 v 221.789.000 863.363.000
11 |Toho Pak Utan 641.574.000 - - 361.773.000 1.003.347.000
12 |Toho Benuang 641.574.000 - - 330.896.000 972.470.000
13 |Toho Sambora 641.574.000 - - 346.808.000 988.382.000
14 |Sungal Pinyuh Sungai Rasau 641.574.000 5 5 314.997.000 556.571.000
15 |Sungai Pinyuh Sungai Bakau Besar Darat 641.574.000 - - 438.842.000 1.080.416.000
16 |Sungai Pinyuh Sungai Purun Kecll 721.575.000 - 288.153.000 660.037.000 1.669.765.000
17 |Sungai Pinyuh Sungai Bakau Besar Laut 641.574.000 - 488.761.000 1.130.335.000
18 |Sungai Pinyuh Sungai Batang 641.574.000 - - 282.281.000 923.855.000
19  |Sungai Pinyuh Peniraman 721.575.000 - 288.153.000 790.565.000 1.800.293.000
20 _[Sungai Pinyuh Nusapati 721.575.000 < 586.409.000 1.307.984.000
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Nama Desa

JUMLAH TRANSFER DANA DESA

No. Kecamatan ALOKASI ALOKASI ALOKASI
ALOKASI  DASAR AFIRMAS] KINERIA FORMULA JUMLAH

1 2 3 4 5 & 7 3

21 |Sungai Pinyuh Galang 721.575.000 - 380.943.000 1.102,518.000
22 |Siantan Wajok Hilir 801.575.000 - - 604.652.000 1.406.228.000
23 [Siantan Sungai Nipah 721.575.000 : 288.153.000 407.533.000 1.417.261.000
24 |Siantan Peniti Luar 641.574.000 - - 526.616.000 1.168.190.000
25 |Siantan Wajok Hulu 801.576.000 E 288.153.000 684.212.000 1.773.941.000
26 |Siantan Jungkat 801.576,000 = - 1.079.695.000 1.881.275.000
27 |Sungai Kunyit Sungai Duri | 641,574,000 - - 279.159.000 920.733.000
28 |Sungai Kunyit Sungai Duri Il 641.574.000 - 288,153,000 3158.531.000 1.249.658.000
29 |Sungal Kunyit Bukit Batu 641,574,000 - - 580.138.000 1.221.712.000
30 |Sungai Kunyit Sungai Bundung Laut 641,574,000 - = 227.613.000 869.187.000
31 |Sungai Kunyit Sungai Kunyit Laut 641.574.000 - - 318.518.000 960.052.000
32 |Sungai Kunyit Sungai Kunyit Dalam 641.574,000 - - 260.360.000 901.934.000
33 |Sungai Kunyit Sungai Kunyit Hulu 641.574.000 - 288.153.000 396.250.000 1.325.977.000
34 |Sungai Kunyit Sungai Limau 641.574.000 - - 274.325.000 915.899.000
35 |Sungai Kunyit Sungai Dungun 641.574.000 - - 262.304.000 903.878.000
36 |Sungai Kunyit Mendalok 641.574.000 - - 255.056.000 896.630.000
37 |Sungai Kunyit Semparong Parlt Raden 641.574.000 - - 434.801.000 1.076.375.000
38 |Sungai Kunyit Semudun 641,574,000 - - 201.807.000 843.381.000
39 |Segedong Peniti Besar 721.575.000 - 288.153.000 8759.375.000 1.889.107.000
40 |Segedong Sungai Purun Besar 721.575.000 - - 763.483.000 1.485.058.000
41 |Segedong Parit Bugis 641.574.000 - - 297.483.000 939.057.000
42 |Segedong Peniti Dalam | 641.574.000 - - 678.530.000 1.320.104.000
43 |Segedong Peniti Dalam li 641,574.000 - 926.667.000 1.568.241.000
44 |Segedong Sungai Burung 641,574.000 = = 316.311.000 957.885.000
45 |Anjongan Anjungan Dalam 641.574.000 - - 373.560.000 1.015.134.000
46 |Anjongan Kepayang 641.574.000 - - 369.270.000 1,010.844.000
47 |Anjongan Pak Bulu 641.574.000 - - 417.659.000 1.059.233.000
48 |Anjongan Dema 641.574.000 - - 416.150.000 1.057.724.000
49 |Sadaniang Sekabuk 641.574.000 - 429.384.000 1.070.958.000
50 _|Sadaniang Pentek 641,574.000 - - 587.929.000 1.229.503.000
51 |[Sadaniang Bum-Bun 641.574.000 - 633.914.000 1,275.488.000
52 _|Sadaniang Amawang 641.574.000 463.804.000 1.105.378.000
53 |Sadaniang Ansiap 641.574.000 s : 436.745.000 1.078.319.000
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JUMLAH TRANSFER DANA DESA
No. Kecamatan Nama Desa Ak ALOKASI ALOKASI ALOKASI
DASAR o KINERJA FORMULA AiAg
- - 3 4 5 d 4 :
54 |Sadaniang Suak Barangan 641.574.000 171.591.000 5 634.849.000 1.448.014.000
g T S— il 721.575.000 - - 586.329.000 1.307.904.000
55 |Mempawsh Timur Sejegi 641.574.000 - 234.727.000 876,301,000
2% [stooswat T Pasir Palembang 641.574.000 & - 414.177.000 1.055.751.000
58 |Mempawah Timur Pasir Panjang 641.574.000 2 - 372.216.000 1.013.790.000
59 |Mempawah Timur Sungai Bakau Kecil 721.575.000 - - 634.137.000 1.355.712.000
60 |Mempawah Timur Parit Banjar 641.574.000 = - 232.929.000 L7505 000
TOTAL KABUPATEN MEMPAWAH 39.854.457.000 171.591.000 2.017.071.000 27.460.069.000 69.503.188.000
UPATHMEMPAWAH, A—’

Diundangkan di empawah $A

pada tanggal | (

SEKRETARIS DAYRAH KABUPATEN MEMPAWAF

IS
EERITA DARRAH KABUPATEN |
MPAWAH
TAHUN . 3D -

2\.... NoMoR !
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